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Menimbang

Mengingat

BUPATI BOYOLALI,

bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2019 tentang 
Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran luran Jaminan 
Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka 
dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 
59 Tahun 2019 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa bagi 
Desa di wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2019 
tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di 
Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 
42);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan.
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8.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6321);

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 210);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali 
Nomor 244);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 18 Tahun 2018 
tentang Pembentukan Kecamatan Gladagsari, Kecamatan 
Tamansari, dan Kecamatan Wonosamodro (Lembaran Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 221);

Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 19 Tahun 2019 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2019 Nomor 19);

9. Peraturan.
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9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 
tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran luran 
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

11. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 38 Tahun 2018 tentang 
Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat 
dan Desa Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten 
Boyolali Tahun 2018 Nomor 38);

12. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 55 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 55) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati 
Boyolali Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima 
Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 26);

13. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 59 Tahun 2019 tentang 
Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa Di Wilayah 
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah 
Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI NOMOR 59 TAHUN 2019 TENTANG PENGALOKASIAN 
ALOKASI DANA DESA BAGI DESA DI WILAYAH KABUPATEN 
BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 59 Tahun 2019 tentang 
Pengalokasian Alokasi Dana Desa Bagi Desa di Wilayah Kabupaten Boyolali Tahun 
Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2019 Nomor 59) diubah 

sebagai berikut;

1. Ketentuan.
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1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah, dan ditambahkan 4 (empat) angka yakni
angka 11, angka 12, angka 13, dan angka 14 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.

2. Bupati adalah Bupati Boyolali.

3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah 
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 
asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain 
dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

5. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, 
tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya 
dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

6. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam 
penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat 
Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan 
kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur 
kewilayahan.

7. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan 
yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

8. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disebut ADDP, adalah dana 
yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa berdasarkan nilai bobot desa.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB 
Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

10. Penghasilan Tetap adalah jumlah penghasilan tetap yang diberikan setiap 
bulan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, kecuali 
Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus sebagai 
PNS, yang ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk 
menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar 
hidupnya yang layak.

12. Pej abat Pengelola.
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12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 
adalah kepala Satuan Keija Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat 
SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan 
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

13. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD 
yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Mekanisme penyaluran ADD diatur sebagai berikut:

a. Desa mengajukan kebutuhan ADD bagi Aparat Pemerintah Desa setiap 
bulan kepada PPKD melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

b. Komponen ADD didalamnya termasuk Jaminan Sosial bagi Aparat 
Pemerintah Desa yang berupa Jaminan Sosial kesehatan dan Jaminan 
Sosial ketenagakeijaan;

c. Jaminan Sosial kesehatan sebagaimana dimaksud huruf b sebesar 4% 
(empat perseratus) dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat 
Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
pemberdayaan masyarakat dan desa dan 1% (satu perseratus) dipotong 
oleh PPKD selaku BUD dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat 
Desa yang bersumber dari ADD dam dianggarkan dalam APB Desa;

d. Jaminan Sosial ketenagakeijaan sebagaimana dimaksud huruf b 
dibayarkan oleh Pemerintah Desa yang besarannya sesuai ketentuan 
Jaminan Sosial Nasional yang bersumber dari ADD dan dianggarkan 
dalam APB Desa;

e. penyaluran ADD dilakukan paling banyak 12 (dua belas) kali dalam 1 
(satu) tahun dan Desa wajib mengirimkan laporan penggunaan uang yang 
telah ditransfer di Rekening Kas Desa.

f. penyaluran pertama ADD dilakukan dengan syarat:

1) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan 
Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa; dan

2) Peraturan Desa tentang Rencana Keija Pemerintah Desa tahun 
berkenaan.

g. penyaluran ADD pada Bulan April dilakukan dengan syarat:

1) laporan penyelenggaraan pemerintahan desa tahun sebelumnya; dan

2) laporan keterangan pertanggungjawaban tahun sebelumnya.

Pasal II.
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PasaJ II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali

pada tanggal 2- J i 2020

jPUPATI BOYOLALI, f

^----- ---- ^

Diundangkan di Boyolali
i SENO SAMODRO

Telah diteliti 
Bag?an Hiikur
____ SeWa

. Pat af j

2020pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

N BOYOLALI,

MASR
RAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMORBERITA


